ABSTRAK
Febri Arestu Prananca. NIM. 1720110073. Implementasi Dispensasi Nikah di
KUA Jati Kudus Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pengajuan
dispensasi nikah di KUA Jati Kudus. Selain itu bertujuan untuk mengetahui peran
KUA dalam Implementasi dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Tujuan lain yaitu mengetahui
pelaksanaan dispensasi perkawinan pasca terbitnya Undang-undang nomor 16
tahun 2019 atas perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang
perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research),
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Uji keabsahan data
menggunakan keabsahan konstruk, keabsahan internal, keabsahan eksternal, dan
reabilitas dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif yang bersifat
indukif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pengajuan dispensasi
nikah di KUA Jati Kudus antara lain faktor kematangan fisik dari calon mempelai
pria dan wanita. Faktor selanjutnya yaitu kematangan finansial, kondisi ekonomi,
atau orangtuanya usianya sudah lanjut terpaksa segera mengurus supaya
mempelai wanita ada yang memperhatikan kehidupan sehari-harinya. Faktor
kekhawatiran orang tua yang melihat hubungan anak-anak mereka yang sudah
terlalu dekat, sehingga membuat orang tua merasa khawatir akan terjadi hal-hal
yang tidak diinginkan seperti terjadi kehamilan sebelum perkawinan, faktor
pendidikan yaitu rendahnya pendidikan masyarakat sehingga tidak memiliki
keinginan untuk memotivasi anak-anaknya agar berpendidikan tinggi. Dasar
hukum yang dijadikan alasan dalam permohonan dispensasi nikah adalah pasal 7
ayat (2) Undang-undang Nomor Nomaor 16 tahun 2019 yang berbunyi dalam hal
terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti
pendukung yang cukup. Pelaksanaan dispensasi perkawinan menurut Undang-
undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yaitu di antaranya satu calon
pengantin daftar nikah ke KUA dengan persyaratan administrasi yang lengkap
diadakan pemeriksaan secukupnya dari petugas nikah bahwa diketahui akan
adanya kekurangan terkait dengan perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 vyaitu adanya kekurangan usia lalu diterbitkannya blangko atau surat
penolakan perkawinan dari KUA untuk disidangkan di pengadilan, untuk
kemudian diterbitkannya surat dispensasi nikah dari pengadilan.
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